
Menimbang: 

Mengingat: 

BUPATI E N D E  

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ENDE 
NOMOR Z3 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 
DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENDE, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang ­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan 

masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah 

otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025 ­ 

2026; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

TingkatIBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan 

Peraturan... 



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSlAL 

KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 -  2026. 

B A B !  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

3. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten 

Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Sosial adalah rencana 5 (lima) 

tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci 

keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja. 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan­ 

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya ... 



didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus 

dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) 

tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024. 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun. 

10.  Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat 

hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan 

hasil pembangunan. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 

12 .  Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu 

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam bentuk barang atau jasa. 

14 . Anggaran . . .  



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

15.  Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan Tahun 2024. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan 

pembangunan daerah. 

19. Sistem lnformasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, 

serta mengolah data pembangunan Daerah. 

20 .  Daerah adalah Kabupaten Ende. 

21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

22. Bupati adalah Bupati Ende. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende; 

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. 

26. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Kabupaten Ende. 

BAB II 
PRINS IP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan ... 



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional. 

Pasal 3 

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BAB Ill 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Renstra Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh 

dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun 

lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan 

pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik. 

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah : 

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Sosial yang kemudian 

dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang. 

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang 

perencanana, penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende. 

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas 

dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga terjadi 

sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh. 

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan 

bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program 

strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun ke depan. 

BAB IV  
RENSTRA DINAS DINAS SOSIAL 

Pasal 5 

(1) Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program 

kegiatan Dinas Sosial yang berpedoman pada Perubahan RPO Tahun 2025-2026. 

(2) Sistematika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

Pendahuluan... 



BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB Ill Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 

Pasal 6 

Isi dan Uraian Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati 

ini. 

BAB V 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

Pasal 7 

(1) Penyusunan Renstra Dinas Sosial melibatkan semua personil aparatur Dinas 

Sosial dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan 

Kegiatan Dinas Sosial selama 2 (dua) tahun. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program 

prioritas. 

Pasal 8 

(1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial 

untukdiverifikasi. 

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas Sosial diajukan 

ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati. 

(3) Kepala Dinas Sosial menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra 

Dinas Sosial kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana 

lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ende. 

Bab VJ... 



BAB VI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Kepala Dinas Sosial melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator 

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a. kebijakan perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. evaluasi. 

Pasal 10 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Sosial meliputi pemantauan, supervisi 

dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan 

kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama. 

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas 

dan Administrator lingkup Dinas Sosial meliputi realisasi kegiatan, penyerapan 

dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada 

Kepala Dinas Sosial melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli 

Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui 

oleh Sekretaris. 

Bagian Kedua Evaluasi 

Pasal 11 

(1) Kepala Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas 

Sosial. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: 

a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Sosial; dan 

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial. 

Pasal 12 

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing- masing Bidang/Bagian dan 

dikoordinasikan dengan Sekretaris Sadan. 

(2) Evaluasi . 



(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan 

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing 

Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Sosial. 

Bagian Ketiga 
Perubahan 

Pasal 13 

(1) Renstra Dinas Sosial dapat diubah dalam hal : 

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau 

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat. 

(2) Perubahan Rensra Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra 

dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau 

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran. 

Pasal 15 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2022 Tentang Rencana Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Bab VIII... 



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende. 

Ditetapkan di Ende 
Pada tanggal54AqS tu 2024 

ewe { 

onnaa•J 
G. NGAsul 

KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 33 

ON AINA 

Diundangkan diEnde 
Pada tanggal 6 /4 tu» 2024 

ATEN ENDE\ I" HE?}" o w  

ET 
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Renstra Dinsos Kab. Ende 12025-2026 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 

mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, 

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap 

Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah (RPJMO), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Ende periode 2019-2024, maka sesuai lnstruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 

2024 wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026. Sejalan dengan 

penyusunan RPO, Perangkat Oaerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

tahun 2025-2026. Renstra Oinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, 

program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dalam aspek Sosial. 

Dokumen perencanaan Oinas Sosial Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama 

perencanaan pembagunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala urusan Sosial yang belum 

tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Sosial juga menetapkan sasaran yang akan dicapai 

dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian Renstra Oinas Sosial Kabupaten Ende 

Tahun 2025-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende. 

Keterkaitan dan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025­ 

2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 

1 . 1  
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1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten 

Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut : 

1 .  Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 1655), 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4421) 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4483); 

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4700) 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pad a Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Daerah Kab/Kota; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan alas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan 

Keuangan Daerah; 

1 1 .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Berakhir pada Tahun 2024; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Ende 2011 - 2031; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Ende; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 1  tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Ende; 

15. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende; 

16. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial; 

17. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 

adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Pemerintah 

Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran 

aparatur Dinas Sosial terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan periode 2025-2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh 

sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Ende. 

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah: 

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

b. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Sosial dalam 

rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 
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c. Melakukan analisis kebijakan di bidang Sosial untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan 

perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara 

optimal tersebut diatas. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika 

penulisan. 

BAB If GAMBARAN PELA YANAN PERANGKA T DAERAH, memuat informasi tentang tugas dan fungsi 

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian 

SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kelompok sasaran layanan . 

BAB fl/ PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat tentang 

permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada bab II dan 

isu strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat 

daerah dan Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, Outcome dan Output serta 

indikatornya masing-masing. 

BAB V STRA TEGI DAN ARAH KEB/JAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 

dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026. 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang 

rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur 

program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait 

dengan nomenklatur programlkegiatanlsubkegiatan dan pemutakhiranny). 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penetuan target 

keberhasilan pencapaian tujuan dan tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui indikator 

kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah dan penetuan target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende serta Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende, 

tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende dan adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Daerah Nomor 1 1  tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende 

Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Sosial maka perlunya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: 

2.1.1. Tugas 

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Urusan 

Wajib Pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka merumuskan dan menetapkan 

kebijakan pemerintah daerah. 

2.1.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Ende mempunyai fungsi 

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, 

Pembinaan unit pelaksana teknis; 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah : 

1. Kepala Dinas 

mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan 

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin. 

2. Sekretariat 

1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan 

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi; 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan 

f u n g si :  

a. Koordinasi kegiatan 

b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; 

c. Pengumpulan dan pengelolahan data serta pemantauan, evaluasi dan dan Pelaporan; 

d. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumah tanggaan kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta 

kearsipan dan dokumentasi; 

e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang /jasa; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan oleh kepala Dinas; 
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3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ; 

a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 

b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan 

f. Pengelolaan dan inventaris barang milik negara yang ada 

g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; 

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

2) Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

perlindungan sosial korban bencana alam 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

perlindungan sosial korban bencana sosial 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan 

sosial keluarga 

d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungn dan jaminan soail dan, 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

5. Bidang Rehabilitasi Sosial 

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

rehabilitasi sosial. 

2) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

rehabilitasi sosial anak di luar panti dan atau lembaga 

b. Pelaksanaan kebijkan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang luar panti dan/ atau lembaga 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan I atau lembaga 

e. Pengolahan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi 

I. Pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan 

dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi 

g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar 

panti dan / atau lembaga, dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
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6. Bidang Pemberdayaan Sosial 

1) mempunyai tug as melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

pemberdayaan sosial 

2) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawaan dan restorasi sosial 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan sumber dana bantuan sosial 

e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin 

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan 

fakir miskin 

2) Bidang penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin pedesaan 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin perkotaan 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara 

d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten/ Kola 

e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fakir miskin, dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri alas sejumlah tenaga dalam 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh 

Bupati alas usul Kepala Dinas 

c. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja 

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

1) Sela in kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan 

administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuain 
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dengan jabatan fungsional yang brsifat teknis maupun administratif berkesesuaian dan atau 

dapat dilaksanakan o\eh jabatan fungsional. 

2) Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pe\aksanaan tugas 

yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana 

fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan 

masing-masing. 

3) Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator da\am penyusunan 

rencana, pe\aksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing penge\ompokan uraian fungsi. 

4) Sub koordinator terdiri atas: 

a. Sub Koordinator Substansi Keuangan 

b. Sub Koordinator Substansi Program, Eva\uasi Dan Pelaporan 

c. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

d. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

e. Sub Koordinator Substansi Jaminan Sosial Keluarga 

f. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lan jut Usia 

g. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

h. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang 

i. Sub Koordinator Substansi Peberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Komunitas Adat 

Terpencil 

j Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dan Perizinan 

Sumbangan 

k. Sub Koordinator Substansi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial 

I. Sub Koordinator Substansi ldentifikasi Dan Penguatan Kapasitas 

m. Sub Koordinator Substansi Pendampingan Dan Pemberdayaan 

n. Sub Koordinator Substansi Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial 

5) Sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang 

berwenang 

9. UPT 

1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasiona\ dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu 

2) UPT merupakan bagian dari Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

3) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis 

kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan 

Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Faktor Penentu keberhasilan 

pelaksanaan tugas-tugas dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende didukung oleh 28 (Dua puluh delapan) 

Pegawai Negeri Sipil ini dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

JUMLAH PEGAWAI ASN DAN TENAGA HONORER DINAS SOSIAL 

TINGKAT ASN DAN HONORER 
NO TOTAL 

PENDIDIKAN Laki-Laki Perempuan 

1 2 3 4 

1 Pasca Sarjana 1 0 1 

2 Sarjana 7 16 23 

3 Diploma 0 0 0 

4 SMU 3 2 5 

5 SLTP 0 0 0 

6 SD 0 0 0 

Jumlah 11 18 29 

Bila dilihat berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Kabupaten Ende dapat 

dilhat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL 

BERDASARKAN KEPANGKATAN 

PANGKAT JENIS KELAMIN 
NO TOTAL 

/ GOLONGAN RUANG L p 

1 2 3 4 

1 Pembina Utama Muda /IV c 1 0 1 

2 Pembina Tk. I / IV b 0 1 1 

3 Pembina/ IV.a 2 2 4 

4 Penata Tingkat I /  Ill d 5 6 1 1  

5 Penata / Ill c - 2 2 

6 Penata Muda Tingkat I /  Ill b 1 1 2 

7 Penata Muda / Ill a 1 2 3 

8 Pengatur Tingkat I /  II  d  1  1  2  
g  Pengatur Muda Tk. I /II b - - - 

10 Pengatur / II c - - - 

11 Pengatur Muda Tk. I /  II  a  0  0  0  

12 P3K-9 1 2 3 

Jumlah 12 17 29 

(Samber Data Peg Dig0es. ..ate Pet Desenbe 2023 
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Selain paratur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial, juga memliki tenaga Relawan atau petugas lapangan yang 

terdiri dari 8 (Delapan) orang. 

Tabel 2.5 
JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL 

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE 

JENIS KELAMIN 

NO JENIS PSKS TOTAL 

L p 

1 2 3 4 

1 Pekeria Sosial Profesional 1 - 1 

2 TAGANA (Taruna Siaaa Bencana) 38 13 51 

3 Lembaaa Keseiahteraan Sosial (LKS) 17 

4 Karang Taruna (KT) (Kelompok) 102 102 

5 Organisasi Sosial 

6 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

9 3 1 1  
(LK3) 

7 TKSK [Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan 19 2 21 

8 Pendamping Cacat 6 2 8 

9 Pendamping Lansia 4 2 6 

10 Pendamping Keluarga Harapan 29 18 47 

11 Operator Komputer PKH 2 2 4 

(Data PSKS Dinsos. Keadaan Per Desember 2023) 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas 

Sosial didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, antara lain : 

a. Perlengkapan 

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial 

Kabupaten Ende dapat difungsikan secara optimal, namun pemeliharaan terhadap 

prasarana/sarana kerja secara rutin harus dilakukakan dengan baik. Hal ini membutuhkan 

biaya pemeliharaan yang memadai agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara 

maksimal. 

b. Gedung Kantor 

Gedung Kantor yang kini digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende merupakan asset dari 

Propinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan gedung kantor sudah sangat tua sehingga perlu di 

rehabilitasi atau dibangun gedung yang baru demi kenyaman pegawai dalam melaksanakan 

tugas. 

c. Peralatan Kantor 

Keadaan kondisi barang inventaris Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.6 

DAFTAR INVETARIS BARANG 

Nama Barang Kondisi 
No Jumlah Ket 

I RB RR 
. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tanah 3 V luas Tanah di LBK 8222, anah Mess 160 42 1anat 
Bangunan Kantor 1.7704M2 Tanah bangunan LBK Bar 620 
M?21anah Banoanan L BK lama di lpi 2004.2 

2 BanquanGedunq Kantor 1 V 
Luas Bangunan 250 M2 

3 Banaunan LBK 2 v 
Luas Bangunan 240M2 

4 Banaunan Aula f V Las bangunan 1124M2 

5 Banaunan Rumah Dinas 1 V Las Bangunan 80 M? 

6 Kendaraan Roda 4 2 V 

7 Kendaraan Roda 2 10 V v 
6Bal Rusak berat 4 

8 Meja Kayu 39 V V 
Bai 15 buah rusak berat 14 

9 Kursi Kayu 30 ✓ 

10 Kursi Plastik 26 ✓ 

11 Kursi F alas 31 
12 Kursi Bia Star 8 - 

13 Kursi Fitura 3 

14 Kursi Alpen 6 
' 15 Lemari 13 V V 

16 Komputer 10 ✓ 

17 Laptop 17 ✓ 

18 Tustel Digital 4 ✓ 

19 Kipas Anqin 1 ✓ 

20 Warles 1 ✓ 

21 Parabol 1 ✓ 

22 LCD Komolit 2 V 

23 Meja Rapat 6 . 

24 Jam Dinding 3 
' 

25 Ac 2 V 

26 Dispencer 2 V 

27 Filing Kabinet 2 ✓ 
(Sumber Laporan lnventaris Barang Dinsos, Keadaan Per Desember 2023) 

Dari label sebagaimana tersebut diatas,dengan kondisi Sarpras 5 tahun yang akan datang Dinas 

Sosial memerlukan aset yang banu sebagai penunjang pelayanan antara lain, Laptop 2 buah, Meja 

sebanyak 10 buah, Komputer 3 buah, Kursi 10 buah, lemari 5 buah, Pembangunan Gedung kantor, dan 

nuang konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah 

(RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh 

capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.7 dibawah in i :  



Tabel Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 
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Tabel 2.7 
Pencapaian Kinerja Pelayanan 
Dinas Sosial Kabupaten Ende 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 
Realisasi Capaian pada tahun Ke Rasio Capaian pada tahun Ke 

Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal RKPD (th.2023) Ke 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 

36,02 
Persentase(%) PPKS vana tertanaani 36,31 39,15 39,28 

100 

Persentase(%) PPKS yang diberdayakan 98,59 100 100 

B 

Nilai AKIP Dinas Sosial BB BB BB 
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Dari tabel awal pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• BIDANG SOSIAL : 

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dari 4 lndikator Kinerja Sasaran 

yang merupakan lndikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kabupaten Ende pada tahun 2023, 4 indikator 

menunjukkan capaian kinerja SANGAT TINGGI (91 2). Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan 

urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh perangkat dinas dan 

dukungan stakeholder. Meskipun Untuk sejumlah target IKU Dinas Sosial Kabupaten Ende yang tingkat 

pencapaiannya, mencapai peringkat capaian kinerja sangat tinggi pada tahun 2023, masih tetap diperdukan 

upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. 

• lndikator Nilai AKIP DINSOS 

Pada tahun 2023 capaian indikator nilai AKIP DINSOS mencapai peringkat B dengan target B. Hal ini 

berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2023. 

• lndikator Persentase PPKS yang tertangani/diberdayakan 

Pada tahun 2022 PPKS yang tertangani berjumlah 29.437 jiwa dengan total PPKS sebanyak 75.699 jiwa 

dengan realisasi sebesar 38.89 % dari target realisasi sebesar 35,65%. 

Pada tahun 2023 PPKS yang tertangani berjumlah 18.897 jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 jiwa 

dengan realisasi sebesar 52,61 % dari target realisasi sebesar 35,98%. Penurunan jumlah jiwa yang ditangani 

disebabkan karena bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementrian Sosial) sudah dialihkan 

Ke Badan Pangan Nasional (Bappanas dan berkurangnya Data DTKS/kemiskinan Karena Desa/Kelurahan 

Sudah Melakukan Verivikasi dan Validasi Data,­ 

Permasalahan yang dialami pada urusan Sosial adalah banyak jumlah Pemerlu Pelayanan kesejahteraan 

Sosial (PPKS) yang menderita atau miskin di Wilayah Kabupaten Ende. Faktor Penyebab adalalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan pokok semnetara pendapatan tidak meningkat,enggannya keluarga atau orang untuk 

menolong para penderita PPKS,kurangnya Sumber Daya Manuasia yang dimilki oleh Pemerlu Pelayanan 

Penderita PPKS .adapun solusi yang diberiakan dengan : 

Memberikan Latihan Ketrampilan Kerja bagi Pemertu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) 

Membina kelompok usaha bersama berupa Kios,peternakan ,menjahit dan Perbengkelan 

Bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berusia sekolah dapat diberi kesempatan 

untuk belajar di Sekolah Luar Biasa(SLB) dan diasramakan didalam panti; 

Bantuan sarana dan prasarana Panti dan permakanan bagi anak terlantar,cacat dan jompo 

• lndikator Persentase PSKS yang diberdayakan 

Pada tahun 2023, Potensi Sumber Kesejatraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan berjumlah 137 jiwa dengan 

rincian, Pendamping PKH sebanyak 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 21 jiwa dan 

Taruna Siaga bencana sebanyak 42 jiwa. 

Kinerja pelayanan Dinas Sosial juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan 

pembangunan sebagaimana tertera pada label di bawah ini : 



Renstra Dinsos Kab. Ende 12025-2026 

Tabel 2.8 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Sosial Kabupaten Ende 

Uraian 
Anggaran Realisasi 

Ratio 

2022 2023 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

4 5 6 7 8 9 10 11 

BELANJA 5.217.944.119,­ 
2.508.552.341,- 

4.981.506.323,­ 2.467.628.647,­ 95,46% 98,28% 

- 

Belanja Operasi 5.095.817 .619,- 
2.433.533.841,- 

4.859.825.989,­ 2.467.628.647,­ 98,36% 

95% " 

Belanja Pegawai 2.772.940.178,­ . 1.965.312.341,­ 2.633.941.073,­ 1.930.668.047,­ 95% 98,24% - 

Belania Barana dan Jasa 783.112.241,­ 438.221.500,- 736.584.992,­ 433.047.200,­ 94% 98,82%% - 

Belania Hibah 1.425.950.000,­ " 1.377.853.105,­ - 96% " 

Belania Bantuan Sosial 113.815.200, 30.000.000 111.446.819,­ 28.894.900 98% 96,32% " 

Belania Modal 122.126.500,- 75.018.500,- 121.680.334,­ 72.750.300,- 99% - 

Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 22.126.500,­ 75.018.500,­ 21.681.185,­ 72.750.300,­ 98% 96,98% " 

Belanja Gedung dan 
Banqunan 100. 000. 000,­ " 99.999.149,­ - 100% " 

(Sumber. Data LKPJ Dinsos ) 
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2.4. Kelompok Sasaran Layanan 

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga rnasyarakatnya, namun 

dernikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di 

dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial 

Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang sebagaian besar diantara 

mereka merupakan penduduk miskin yang tidak marnpu rnenjalankan peran dan fungsi sosialnya di 

masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai perrnasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS 

ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang 

dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, 

kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan 

yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat 

terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan 

langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu 

pemerintahan ialah semakin berkurangnya jurnlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata 

lain warga rnasyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende tidak hanya 

muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin 

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang 

sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan perrnasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia 

sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya 

secara rnemadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. 

Adapun kelompok Sasaran layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah para Pernerlu Pelayanan 

Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari: 

1 .  Anak Balita Telantar 

2. Anak Terlantar 

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

4. Anak Jalanan 

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) 

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 

8. Lanjut Usia Telantar 

9. Penyandang Disabilitas 

10. Tuna Susila 

1 1 .  Gelandangan 

12. Pengemis 

13. Pemulung 

14. Kelompok Minoritas 

15. Bekas Warga Binaan Lernbaga Pemasyarakatan (BWBLP) 

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 



18 Korban Trafficking 

19 Korban Tindak Kekerasan 

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 

21 Karban Bencana Alam 

22. Korban Bencana Sosial 

23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 

24 Fakir Miskin 

25. Keluarga Benmasalah Sosial Psikologis 

26. Komunitas Adat Terpencil 

Renstra Dinsos Kab. Ende 12025-2026 
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BAB Ill 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis isu-isu Strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi 

Dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian 

permasalahan pembangunan mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksud sebagai acuan untuk 

merumuskan isu-isu strategis yang menetukan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. 

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan 

baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.Faktor­ 

faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya 

ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan PPKS dan PSKS antara lain : 

1 . Anggaran yang tersedia belum memadai /minim ; 

2. Kurangnya Kompetensi dalam pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ; 

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ; 

4. Tidak adanya tindak lanjut atau belum maksimalnya intervesi Program Pemerintah Daerah bagi PPKS yang 

terdata dalam DTKS. 

1 .  Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sector; 

2. Belum Optimalnya Penanggulangan bencana alam; 

3. Belum optimalnya Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

4. Terbatasnya Jumlah SOM aparatur yang professional dibidang Pekerja Sosial; 

5. Terbatasnya aksibilitas pelayanan kesejahteraan sosial secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya 

PMKS. 

No. Masalah Pokok Masalahan Akar Masalah 

1 .  Masyarakat Miskin yang belum terdata Masih lemahnya penanganan Kemiskinan Kurangnya SOM dan 
dalam Data Terpadu Kesejahteraan akibat Data kemiskinan yang belum valid koordinasi Operator SIK­ 
Sosial (DTKS) dan sinkron sehingga menimbulkan tidak NG Desa dalam 

tepatnya sasaran penerima bantuan kepada memverifikasi dan Validasi 
masyarakat miskin. Data Kemiskinan dengan 

Kabupaten. 
2. Penanganan PPKS yang belum Optimal Belum optimalnya dalam penanganan Kurang tanggapnya 

korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Masyarakat korban 

Bencana Alam dan 

Bencana Sosial untuk 

melaporkan atas kejadian 

yang menimpanya. 

Penguatan kapasitas bagi penanganan Upaya peningkatan 
PPKS 

terhadap penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosia 
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Dari isu strategis tersebut diatas, penanganan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan Ekstream adalah merupakan isu 

utama Dinas Sosial dengan indikator pembangunan RPO Kabupaten Ende pada sasaran 6 yaitu Berkurangnya 

Jumlah Penduduk Miskin dengan indikator laju penurunan jumlah penduduk miskin. 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah : 

1 .  Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi 

sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 

2. Pendekatan berbasis Hak Dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) melalui data 

yang terintegrasi (satu data) yang akan dipakai setiap sector dalam penanggulangan kemiskinan; 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi petugas penanggulangan bencana khususnya 

bantuan sosial korban bencana alam, meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi korban bencana alam; 

4. Pembinaan dan optimalisasi peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam 

upaya kesejahteraan sosial; 

5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial 

6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi 

PMKS dengan pelibatan dunia usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah 

kesejahteraan social. 

3.2 lsu Strategis 

lsu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian 

pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan 

mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang 

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah 

didentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program 

kepala daerah terpilih, Renstra Perubahan Kementerian dan Renstra Perubahan Dinas Kab/Kota sehingga 

rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Sejalan dengan Tugas dan 

Fungsi, dengan memperhatikan lsu Nasional dan Propinsi maka isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende 

adalah sbb: 

1 . Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

2. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor 

3. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 

4. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) 

5. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraaan sosial masih sangat terbatas. 

6. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal. 
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BABIV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi 

Dinas Sosial , maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025- 2026 yang mejadi tugas Dinas 

Sosial Kabupaten Ende dalam melaksananan pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Ende. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 

4.1.1 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah "Meningkatnya Pemberdayaan 

dan Perlindungan Sosial bagi PPKS' dengan lndikator Kinerjanya adalah 1.Persentase PPKS yang 

Tertangani dan 2. Persentase PSKS yang Diberdayakan 

4.1.2 Sasaran RPO periode 2025-2026 yang ingin dicapai yaitu 

1. Menurunnya kemiskinan masyarakat 

2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien 

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Rasa 

Aman Dan Nyaman Bagi Pengembangan Usaha Dan Kehidupan Serta Perlindungan Sosial Bagi 

Masyarakat 

Tujuan dan sasaran RPO Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 beserta indikator kinerjanya 

selengkapnya disajikan dalam label 4 .1 

Tabel 4.1 

Tujuan, Sasaran dan lndikator RPD Periode 2025 s/d 2026 

No Tujuan / Sasaran lndlkator Kondisl 
Target tahun ke­ 

Kondisi 
Awai 1 2 3 Akhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Menurunnya kemiskin an Persentase penduduk miskin 23% 22,21 % 22,08 % 21,95 % 21,95 % 

masyarakat 

Meningkatnya Birokrasi yang Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah cc 
B B B B 

Bersih, Akuntabel, Efektif dan Daerah (Nilai AKIP) (53,33) (60,21) (61,42) (62,23) (62,23) 

Efisien Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai 

Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Pemberdayaan Masyarakat Dan 

32,89 
39,02 39,15 39,28 39,28 

Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Indeks Pelayanan Sosial 
lndeks 

lndeks lndeks Indeks lndeks 

Pengembangan Usaha Dan 

Kehidupan Serta Perlindungan 

Sosial Bagi Masyarakat 
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Tabel 4.2 

Cascading Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2026 

� 
. 

Unit Kerj Loki 
Target Kinerja Program dan Kerngla Pendann Pernglat 

Darah Pen 
Tahun-I Tahun-2 Tahun-3 Kondisi angung 

Data Kinerja Jwab 
Indilator Kinerja Tujun, Sasaran, Ca pain Pada 

Tufun Saran Kode 
Program dan 

Program (Outcome) Awl Akhir Keglatan 
dan Kegiatan (Output) Perenc Periode 

Renstra nan 

Perangkat 
Daerah Target Rp Target Rp Target Rp Target 

Meningkatnya Pemberdayan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS 

Meningkatnya perindungan PPKS 

1 06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 

Persentase Warga Negara Migran Kor ban 100 % 100 % 75.000.000.00 100% 85.000.000,00 100 % 90.000 000,00 100% Bidang Tindak Kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi Penanganan Sosal 
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korba.n Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

Persentase Warga Negara M,g,an Koc ban J I 00% J 100% 175.000.000,00 100 % 85.000.000,00 100% 90.000.000,00 100 % Bidang Tindak Kekerasan yang mendapatkan 
Rehabilitasi Penanganan 

Sosial 
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 

Persentase penyandang disabilitas terlantar, 12,72% 100 % 175.000.000,00 100% 180.000.000,00 100 % 

I 
185.000.000.00 100 % Bidang 

l 
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

Rehabilitasi tuna sosial (gelandangan dan pengemis) 
Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

panti (SPM] 

I 1 06. 04 2 0 1  Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlan tar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelacndangan Pengems di Luar Pant Sosal 
� 

Persentase penyandang disabihitas terlantar, 12,72% 100 % 780.000.000,00 100 % 81.500.000,00 100% 82.900.000,00 100 % Bidang anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 
Rehabilitasi tuna sosial (gelandangan dan pengeris) 

Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 
pant (SPM] 
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--- 

­ 
Unit Kerj« 

Target Kinerja Program den Kerangla Pendanaan Peranglat 
Daerah Pen 

Tahun-I Tahun-2 Tahun-3 I Kondisi angsung 

Data Kinerja Jaw 

Indilator Kinerja Tufan, Saran, Ca pain 
Pada 

Tujuan Sasaran Kode 
Program dan Program (Outcome] Awal 

Akhir 
Kegia tan dan Kegitan (Out put) Peen Periode 

nan 
Renstra 

I 
Perangkat 

Dae rah 

Target Rp Target Rp 

! 
Target Rp Target 

' 
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kescjahteraan Sosia (PMKS] Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 

I 
Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban 12,72% 100 % 97.000.000,00 100% 98 500 000,00 ' 100% 102 100.000,00 I 100 % I Bidang 

I HIV/AIDS dan NAPZA lainnya yang Rehabilitasi 
menda pat pelayanan sosal di luar panti Sos1al 
sosal 

� ------'- 
I I 

- 
I 

' 
L.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 

Persentase korban bencana pada saat dan 100% 100% 400.000.000,00 100 % 415.000.000,00 100% 

1 
430.000.000.00 100 % Bidang I 

setelah tanggap darurat bencana yang 

I 
Rehabilitasi 

mendapat perlindungan dan jaminan sosia 

I 
Sosial 

($PM) 

1. 06  06. 2. 0 1  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 

Persentase Per\indungan Sosial Korban 100 % 100% 

I 
320 000 .000.00 1= 32.500.000.00 

1 
, oo 

1 
339 000.000.00 100 % Bidang , Bencana Alamn dan Sosal Rehabilitasi 

I 
Sosial 

1 06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Penyelenggaraan 100% 100% I 80.000.000,00 
I 

100% 90 000 000,00 1 00 %  91.000.000,00 

I 
100% Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat terhadap Rehabilitas 
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sosial 

! 
' Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteran sos fad 

1 06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

- - - - 

Persentas pemeliharaan taman makam 100 % 

I 
100 % 50.000.000,00 100% 

I 
55.000.000.00 100 % 60.000.000,00 

I 
100% Bidang 

I 
i 

pah lawan Rehabilitasi 
Sosial I 

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota 

Terlaksananya Pemehiharaan TPM Nasional ' Orang 

I 
1 Orang I 50.000.000,00 

I 
1 Orang 

I 
55.000.000,00 1 Orang 60.000.000,00 

I 
I Orang Bidang 

I Kabupaten Rehabihitasf 
Sosial 

Meningkatnya Pemberdayuan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS 

� 
--- ---- --- - --- 



Renstra Dinsos Kab. Ende 2025-2026 

Unit Kerj 

] Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan Per ngkat 
Derh Pen 

Tahun-I Tahun-2 Tahun-3 

I 
Kondisi ang.sung 

Data Kinerja Jaw.b 
Indikator Kinerja Tufun, Saran, Ca pal«n Pada Program dan 

Akhir Tufun Basaran Kode Kegiatan Program (Outcome] Awal 

dun Kegiatan (Out put) Perenc Periode 
a nan Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target 

Mnurannya Angla kmiskinan 

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan 100% 100 % 250.000.000,00 100 % 255.000.000,00 100% 260.000.000,00 100 % 
I 

Bidang 
Sosial yang diberdayakan 

Pemberdayaan 
Sosial 

1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT 

Terlaksananya Pemberdayaan Sosial 0 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 Bidang Komunitas Adat Terpencil Dokumen Dokumnen Dokumen Dokum Dokumen Pemberdayaan 
en Sosial 106.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksanan ya Pengumpulan Sumbangan 0Laporan 0 0,00 [%-- 0,00 - 0 0,00 0 Laporan Bidang dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 

I 
Laporan Pemberdayaan 

Sosial 

106.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabu paten/Kota 

Terlaksananya Pengembangan Potensi 67 0rang 67 Orang 250.000.000,00 70 0rang 255.000.000,00 75 260.000.000,00 75 0rang Bidang 
Sumber Kesejahteraan Sosial Orang Pemberdayaan 

I Sosial 
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

Persentase keluarga miskin yang 76,64 % 77.01% 200.000.000,00 77,37 % 205.000.000,00 77,74% 210.000.000,00 77,74% 

I 
Bidang memperoleh perlindungan dan layanan 

Perlindungan jaminan sosia 
dan Jaminan 

Sosial 1.06.05.2.01 Pemehiharaan Anak-Anak Terlantar 

Terlaksananya Pemehiharaan 0 Orang 30 0rang [ 100.000.000,00 35 0rang [ 102.500.000,00 
I 40 [ 105 000 000,00 40 0rang Bidang 

AnakAnak Terlantar 
Orang Perlindungan 

dan Jaminan 

Sosial 

I I I I 
- 

� 
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- - �-- - Unit Kerja Loki 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan Perangkat 

Daerah Pen 
Tahun-I Tahun-2 Tahun-3 Kondisi anggung 

pat Kinerja Jawab 

Indikator Kinerja Tufun, Saran, Capaian Pada 
Tujun Sasaran Kode 

Program dan 
Program (Outcome] Awal Akhir 

Kegia tan 
dan Kegiatan (Out put) Perenc Periode 

anaan Renstra 
Perangkat 

Dae rah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target 

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

-� 

Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan 0 2Dokum 100.000.000,00 2 Dokum 102.500.000,00 2 105.000 000,00 2 Bidang Fakir 
Daerah Kabupaten/Kota Dokumen en en Dokum Dokumen Miskin 

en 

Meningatnya Pemberdayan dun Perlindungan Soslal bgi PPKS 

Meningkatnya aluntabilitas Kinerja 

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

X XX.01 2.01 Perencanaan, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 100 % 100% 11 500.000,00 100 % 14.200.000,00 100 % 17.200.000,00 100 % Sekretarat 
Pengangsaran, Perangkat Daerah secara efektif dan efisien Dinas Sosial 
dan Evaluasi selama I tahun 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

X.XX.01.2.02 Administrasi Indeks Pelaksanaan Administrasi Keuangan 100% 100% 1.665.928.774,00 100 % 1.671,245.699,00 100 % 1.672.808.746,00 100 % Sckretariat 
Keuangan Perangknt Daerah Dinas Sosial 
Perangkat 
Daerah 

X.XX.01.2.03 Administras Indeks Administrasi Harang Miik Darah 100% 100% 26.000.000,00 100 % 26.000.000,00 100 % 26.500.000,00 100 % Sekretariat 
Barang Miik pada Perangkat Daerah Dinas Sosial 
Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

X.XX.01.2.05 Administras Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat 100% 100 % 7.500.000,00 100% 8.500.000,00 100 % 9.500.000,00 100% Sekretarat 
Kepegawaian Daernh Dinas Sosial 
Perangkat 
Daerah 

X.XX.01.2.06 Administrasi Indeks Administrasi Umum Perangkat 100 % 100 % 33.000.000,00 100 % 45.000.000,00 100 % 54.000.000,00 100 % Sekretariat 
Umum Daerah ' Dinas Sosial 
Perangkat ' 
Daerah 

XXX.01 2.07 Pengadaan Indeks Pengadaan Barang Mihik Daerah 100 % 100% ]  217 500.000.00 100 % 220 000 000,00 100% 220 000 000.00 100 % Sekretarat 
Barang Mihik Penunjang Urusan Pememintah Daerah Dinas Sos1al 
Daerah 
Penunjang 

I 
Urusan 

l Pemerintah 

Daerah 
- 

---- - - - 
� 

- - 
� 

- 
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-- - Unit Kerj« Lo lei 

Target Kinerja Program dan Kerngka Pendann Pernglat 
Daerh Pen 

Tahun-I Tahun-2 Tahun-3 

I 
Kondisi nggung 

Data 
Kinerja Jawab 

Indikator Kinerja Tufun, Saran, Ca pain Pada 

Tujun Sasaran Kode 
Program dan 

Program (Outcome] Awal 
' 

Akhir 

Kegiatan 
dan Kegiatan (Out put) Perenc Periode 

nan 
Renstra 

Perangkat 
Dae rah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target 

X.XX.01.2.08 Penyediaan Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% 100% 28.000.000,00 100% 33.000.000,00 100% 40.000.000,00 100 % Sekretariat 
Jasa Pemerintahan Daerah Dinas Sosial 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

X.XX.01.2.09 Pemehiharaan Indeks Pemeliharaan Barang Milik Derah 100% 100 % 141.000.000,00 100% 143.000.000,00 100% 151.000.000,00 100 % Sekretariat 
Barang Mihik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dnas Sosial 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya 

dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2026, selengkapnya dilihat dalam label 5.1 

dibawah ini : 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut: 
� -. 

Tuann pp Sasaran PD Arah 

Meningkatnya 1. Meningkatnya Birokrasi 
Pemberdayaan dan yang Bersih, Akuntabel, -Peningkatan tata kelola - Meningkatkan akuntabilitas kinerja 

Perindungan Sosial bagi Efektif dan Efisien dan kinerja dinas sosial perencanaan dan penganggaran 

PPKS 
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja 
pengelolaan keuangan 
- Meningkatkan optimalisasi 
pengelolaan SOM, sarana dan 
prasarana pelavanan 

2. Meningkatnya - Peningkatan rehabilitasi -Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang 

Perlindungan PPKS sosial terhadap penduduk disabilitas 
-Meningkatkan aksesibiltas sosial penyandang 
disabilitas 
-Meningkatkan penyandang tuna sosial yang 
berubah perilakunva 

- Peningkatan partisipasi - Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi 
sumberdaya kesejahteraan & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
sosial berbasis masyarakat Perorangan dan Keluarga Sosial 

- Meningkatkan pemberdayaan 
terhadap Pilar-pilar Sosial 

- Meningkatkan nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan, dan 
kesetiakawanan sosial 

- Peningkatan kualitas - Meningkatkan kualitas penyaluran 

penanganan fakir miskin bantuan sosial penanggulangan 
perkotaan/Perdesaaan kemiskinan 

- Meningkatkan kualitas 
pendampingan potensi ekonomi 
penduduk miskin 
- Meningkatkan kualitas 
pendampingan bantuan stimulan 
program nasional penangguiangan 
kemiskinan 

- Verifikasi dan Validasi Data - Optimalisasi pelaksanaan program 
DTKS sebagai data Utama dan penanggulangan kemiskinan 
Pemberdayaan masyarakat 
miskin agar mampu mengentas 

-Peningkatan perlindungan - Menyediakan bantuan sosial korban bencana 
sosial terhadap penduduk alam dan sosial 
beresiko darurat sosial 

3. Meningkatnya Peran - Mengoptimalkan - Meningkatkan SDM bagi Pendamping Sosial 

PSKS dalam Pembangunan pemberdayaan PSKS - Meningkatkan Peran aktif Pendamping Sosial 

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 
- Meningkatkan perfindungan sosial terhadap korban 

bencana alam 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah 

operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program dan kegiatan serta 

pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sebagai berikut dan dapat dilihat 

pada tabel 6.1 dibawah ini : 
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TABEL 6 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026 

r -  
Kode Program dan Kegiatan Indilator Kinrja Program (outcome] Data Pendanan Kondist Kinerj« Unit Kerja Lo.kasi 

dan Keglatan (Out put) Caplan pad Akhir Priode SKPD 

pada Tahun 
2024 2025 2026 

Rentra SKPD Peng.gang 

Awal 
Jwab 

Perencnan 
I (2023) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) 

2 3 4 5 • 
7 • 9 10 11 12 13 

1,06,1,06,01,01 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG I.1.1 Penyelengaran Administrai 100 100 100 6.482.383.219 

URUSAN PEMERINTAHAN Perlantoran Persnglat Dara.h 2.130.428.774 2.160.945.699 2.191.008.746 

DAERAH KABUPATEN/KOTA cars efeketif dan eflien selama 
ta hun 

7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, fndel Perencanan, Pengangsaran 100 100 14.200.000 100 17.200.000 100 Dina Dina 

dan Evalusi Kinerja Perng lat dan Evaluasi Kinerja Perng lat 11.600.000 Sonial Sola 

Dara.h Darah 

701.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen Perancanaan PD 4 2.500.000 4 3.000.000 4 3.500.000 100 Dinas Dinas 

t 7.01.01.2.0l.02 

Perencanaan Perangkat Daerah 
Sosial Sosial 

Koordinasi dan Penyusunan Terlaksananya Koordinasi dan 

T 
2.500.000 3.000.000 

L 
3.500.000 100 Dinas Dinas 

Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA.-SKPD Sosial Sosial 

701.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Terlaksananya dokumen Peru bahan 500000 1.000.000 1.200.000 100 Dinas Din.as 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKA yang tersedia Sosial Sosial 

7.0101.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA­ Tersedianya dokumen DPA yang 

I 
500.000 

I 
600.000 

I 
1.000.000 100 Dinas Dinas 

SKPD tersedia 
I l 

Sosial Sosial 

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya dokumen Perubahan DPA 500.000 600.000 I 000 000 100 Dinas Dinas 

Peru bahan DPA-SKPD yang tersedia 
Sosial Sosial 

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Tersediany dokumen Laporan yang 2.500.000 l 

l 
3.000 000 3.500.000 100 Dinas Dinas 

Laporan Capaian Kinerja dan tersedia 
Sosial Sosial 

Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD 

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Tersedianya dokumen Laporan yang 2 500000 3.000.000 3 500  000  100 Dinas Dinas 

Daerah tersedia 
Sosial Sosal 

7.01 .01.2 .02 Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administras 100 1.665.928.774 100 1.671.245.699 100 1.672 808.746 100 Dina Dina 

Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 
Soial Sosial 

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Oaji dan Tunjangan ASN 30 1.656.428.774 30 1.661,745.699 30 1.663.308.746 100 Dinas Din.as 

ASN orang / orang / orang / Sosial Sosial 

4 14 14 

Bulan Bulan Bulan 

7.0101.2.02.012 Penyediaan Administrasi Tersedianya Administrasi Pelaksanaan 30 2.500 000 30 3.000.000 30 3.500.000 100 Dinas Dinas 

Pelaksanaan Tugas ASN Tugas ASN orang / orang / orang / Sosial Sosial 

4 14 14 

Bulan Bulan Bulan 
- - - - 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Data Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi 

dan Keglatan (Out put] Caplan pada Akhir Period SKPD 

pada Tahun 2024 2025 2026 
Rent r SKPD Penggung 

Awal Jawab 

Perencanaan 
(2023) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000] 

2 3 4 • • 
7 • 

9 10 11 12 13 

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan darn 3 3.000.000 3 3.000 000 3 3.000.000 100 Dinas Dinas 

Pengujian /Verifikasi Keuangan Verifikasi Seluruh Bahan Sosial Sosial 

SKPD Pertanggungiawaban Pengelola 
Keuangan Perangkat Daera.h 

7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Terlaksananya Akuntansi Keuangan 3 1.000.000 3 1.000.000 

1 
1.500.000 100 Dinas Dinas 

Akuntansi SKPD Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Sosial Sosial 

Berlaku 

701.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir 2500.000 2.500.000 1 2.500.000 100 Dinas Dinas 

La poran Keuangan Akhir Tahun Tahun Perangkat Daerah (Laporan Sosial Sosial 

SKPD Keuangan Tahun n) 

7.012.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Tersedianya bahan tanggapan 2.000.000 T 2.000.000 2.000.000 100 Dinas Dinas 

Bahan Tanggapan Pemeniksaan Pemerikasa Sosial Sosial 

Terlaksananya Pelaporan Kegiatan 12 2 000.000 12 - 2.000.000 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan 12 2.000.000 100 Dinas Dinas 

Laporan Keuangan Bulanan dan Semester Sosial Sosial 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
$KPD 

7.01.01.2.03 Administraf Ba rang MIH Ind«ks Pelak nan Administrasi 100 100 26.000.000 100 26.600.000 100 Dina Dina 

Daerah pada Perangkat Der h Barng Mill Darah pa da Perngkat 26.000.000 Soil oil 

Daer h 

7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Tersedianya Dokumen Rencana 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100 Dinas Dinas 

Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Sosial Sosial 

SKPD 

701.01.203.02 Pengamanan Barang Milik Tersedianya Penjaga Malam I orang 10.000.000 I orang 10.000.000 I orang 10.000.000 100 Dinas Dinas 

Daerah SKPD 12 12 12 Sosial Sosial 
bulan bulan bulan 

7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Terlaksananya Penilaian Barang Milik 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 100 Dinas Dinas 

MILHk Daerah SKPD Daerah pada Perangkat Daerah Sosial Sosial 

7.0101.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan dan Terlaksananya Pembinaan, �l 2500.000 2.500.000 2.500.000 100 Das Dinas 

Pengendalian Barang Miik Dacrah engawasan dan Pengendahian Barang I Sosial Sostal 

pada SKPD Milik Daerah pada SKPD 

7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Terlaksananya Administrasi 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2 500.000 100 Dinas Dinas 

La poran Barang Milik Daerah Pengelolaan Aset secara Baik dan Sosial Sosial 

pada SKPD Benar 

7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Mihik Terlaksananya Penatausahaan Aset 2 2.500.000 2 2.500.000 2 3.000.000 100 Dinas Dinas 

Daerah pada SKPD swcara Baik dan Berar Sosial Sosial 

701.01.2.03.07 Permanfaatan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemanfaatan Barang 2 2.500.000 2 2.500.000 2 2.500.000 100 Dinas Dinas 

pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Sosial Sosal 

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawfan Indels Pelayanan Administrai 100 100 8.500.000 100 9.600.000 100 Dinas Dina 

Pernglat Dara.h Kepegawfan Peranglat Daer.h 

1 
7.500.000 Sola Soil 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Data Pendanaan Kondit Kinerja Unit Kerja Lokai 

dan Megia tan (Out put)] Capalan pad Akhir Periode SKPD 

pada Tahun 
2024 2026 2026 

Renstr SKPD Penaggang 

Awa Jawab 

Perencanan 
(2023) Target Rp (000) Target Rp (000 Twret Rp (000] 

2 3 4 
I • 7 8 9 10 11 12 13 

701.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Tersedianya mesin absensi I 1.500.000 1.500.000 2.000.000 100 Dinas Das 

Prasarana Disiplin Pegawa Sosal Sosial 

7.01.01.2.05.02 engadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian Dina ASN 35 

I 
1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 10o Dinas Dinas 

Aribut kelengkapannya Sosial Sosial 

I ­  
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Terlaksananya Pengelolaan Data l 000.000 1.000 000 1.000.000 100 Dinas Dinas 

Administrasi Kepegawaian Kepegawaian scara Baik Sosia Sosial 

7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Terlaksananya oordinasi dan 
� 

.l 
1 000.000 

I 
1.000.000 1.000.000 100 Dinas Dinas 

Sistem Informasi Kepegawaan Pelaksanaan Sister Informasr Sosial Sosial 

Kepegawaian 

7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi 1 000.000 I 1 000.000 1.500.000 100 Dinas Dnas 

Penilaian Kinerja Pegawat dan Penilaian Kinerja Pegawai 

i 
Sosial Sosial 

70101.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Terlaksananya Pemulangan Pegawai 

I 
100 Dinas Dinas 

Pensiun yang Pensiun Sosial Soa1a1 

� 
------ �- 

7.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Terlaksananya Pemulangan Pegawa I 100 Dinas Dinas 

Meningeal dalam Melaksanakan yang Meninggal dalam Melaksanakan Sosial Sosal 

Tugas Tugs 

7.01.01.2.05.08 Perindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugs ASN 7 

T 
500.000 500000 500.000 100 Dinars Dinas 

Sosial Sosial 

� 

7 01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawad Terlaksananya Diklat Tusi Pegawai 5 2.000.000 5 2.000 000 5 2.000.000 100 Dinas Dinas 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

f 
Sosial Sosial 

7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang­ Terlaksananya Sosialisasi Peraturan 2 2 500.000 2 500.000 100 Dinas Dinas 

f 7.01 01.2 OS 11 

Undangan Perundang-Undangan Sosial Sosial 

Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya Bimbingan Teknis 2 2 500.000 2 500000 100 Dinas Dinas 

Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundangan Sosial Sosial 

7.01.01.2.06 Administrasi Unum Perngkat Indekes Pelayanan Administrai 44,36 100 100 45.000.000 100 54.000.000 100 Dinas Dir 

Daer.h Urum Peranglat Daerah 33.000.000 Soil Sonia 

7 0 1 0 1 2 06. 0 1  Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listnik 5 3.000.000 s 5.000.000 5 6.000.000 100 Dinas Dinas 

Listnik/ Penerangan Bangunan Sosial Sosal 

Kantor 

7.01.01.2.06.02 Penyedaan Peralatan dan Tersedanya Peralatan dan 10 2000.000 5 3.000.000 5 3500.000 100 Dina Dinas 

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Sosial Soa1a1 

70101.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangsa 3 500 000 0 I 000.000 0 1.500.000 100 Dinas Dinas 

Tangga 
Sosial Sosial 
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Kode Program dan Kegiatan Indilator Kinerja Program (outcome] Data Pendanaan Kondii Kinerja Unit Kerja Lokai 

dan Kegiatn (Out put] Capaian pad Akhir Periode SKPD 

pada Tahun 
2024 2025 2026 

Renstra SKPD Penaggung 
Awl Jawab 

Perencanaan 
(2023) Target Rp (000] Target Rp (000) Target Rp (000] 

2 3 4 • • 7 • 9 10 11 12 13 

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Dahan Logistik Kantor 20 500.000 20 500.000 20 1.000.000 100 Dinas Dinas 

Kantor (Kertas) Sosial Sosial 

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 10 2.500.000 10 2.500.000 10 3.000.000 100 Dinas Dinas 

Penggandaan Penggandaan Sosial Sosial 

7.01.01 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat 1.500.000 1.500.000 I 1.500.000 100 Dinas Dinas 

Peraturan Perundang-undangan Kabar Lokal dan Nasional 

1 1 
Sosial Sosial 

7.01.01.206.07 Penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Penyediaan 1.000.000 1 000.000 I 1.000 000 100 Dinas Dinas 

Bahan /Material Sosial Sosial 

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum Tamu 12 1.000.000 12 2.500.000 12 3.500.000 100 Dinas Dinas 
Sosial Sosial 

701.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat 36 20.000.000 36 25.000.000 36 30.000 000 100 Dinas Dinas 

dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sosial Sosial 

701.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis Terlaksananya Penatausahaan Arsip 1.500.000 1.500 000 1.500.000 100 Dinas Dinas 

pada SKPD Dinamis pada SKPD Sosial Sosial 

7.01.01.2.06.1l Dukungan Pelaksanaan Sistem Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan 500.000 2.500.000 2500.000 100 Dina Dinas 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Sosial Sosial 

pada SKPD Elektronik pada SKPD 

7.01.01.2.07 Pengadan Barang Milik Daerah Indeks Pengadan Barng Mii 100 100 220.000.000 100 220.000.000 100 Dina Dina 

Penunjang Urusan Perrintah Daerah pad Peranglat Dern h 217.600.000 Soil Soil 

Daerah 

701.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan 2 000.000 2.000.000 2.000.000 Dinas Dimas 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Sosial Sosial 

Dinas Jabatan 

701.01 207.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Kendaraan 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 Dinas Dinas 

j Operasional atau Lapangan Dinas Operasional Sosal Sosial 

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 20 2.500.000 20 2.500 000 20 2.500.000 20 Dnas Din.as 
Sosia Sosial 

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin 5 2.500.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 Dinas Dinas 

Lainnya Lainnya Sosial Sosial 

7.01.01.2.07.07 engadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lannya 5 2000.000 5 2.000.000 5 2.000.000 5 Dnas Dnas 
Sosial Sosial 

7 0 1  01.2.07.09 Pengadann Gedung Kantor atau Tersedianya Gedung Kantor atau 

r 
2.000.000 

1 
2000.000 

1 
2.000.000 Dinas Dinas 

Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya 
I 

Sosial Sosial 



Renstra Dinsos Kab. Ende 2025-2026 

r Kode Program dan Kegiatan Indtkator Kinerja Program (outcome] Data Pendantn Kondisi Kinerj Unit Kerja Loki 
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2024 2025 2026 Rent ra SKPD Penagsung 

Awa Jawab 

Perencanan 
(2023) Target Rp (000] Target Rp (00O Target Rp (000) 

2 3 4 5 6 7 8 • 10 11 12 13 

7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya SSarana dan Prasarana 1.500.000 I 1.500.000 1.500.000 I Dimas Dins 

Oedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Sosial Sofa l 

Lainnya Lainnya 

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana 200.000.000 200.000.000 I - 200.000.000 Dina pleas 

Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Sosial Sosa 

Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya 

7.01.01.2.08 Penyedinan Jaa Penunjang [ndeks Penyediaan Jasa Penunjang 100 33.000.000 100 40.000.000 100 Dir Dins 

Urusa Pemerintahan Daer h Urusan Pemerintahan Daerah 28.000.000 Soil Sonial 

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat 12 500.000 12 500.000 12 1.000.000 100 Dinas Dinas 

Menyurat Sosial Sosial 

7.01 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 12 20.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 100 Dinas Dins 

Sumber Daya Air dan Listi Daya Air dan Listnik Sosial Sosial 

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Jasa Peralatan dan 2.000.000 2 000.000 3.000.000 100 Din.as Dinas 

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 

I 
Sosial Sosial 

7 0 1. 0 1  208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 5 500 000 5.500 000 6.000 000 100 Dinas Dinas 

Umum Kantor Kantor Sosial Sosial l ....... Pemeliharan Barns Mile Indeks Pemelthran Barng Milim 100 100 143.000.000 100 151.000.000 100 Dina Dims 

Daerah Penunjang Uruar Daerah pad Peranglat Deers.h 141.000.00o Sonia Sosiad 

Pemerintahan Dara h 

701 012.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Pemehiharaan, Binya 12 5.000.000 5.000.000 12 8 000.000 100 Dinas Dinas 

Biaya Pemehiharaan dan Pajak Pemehiharaan dan Pajak Kendaraan Sosial Sosial 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan 

7,01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Penyediaan Jasa 12 6.000.000 

1 
6.000.000 9.000.000 100 Dinas Dinas 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemehiharaan, Biaya Pemehiharaan, Sosial Sosial 

Perizinan Kendaraan Dinas Pajak, dan Perizrinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan 

L 
7.01.01.2.09.05 Pemehiharaan Mebel Terlaksananya Pemehiharaan Mebel 5 5.000 000 s 5 000.000 5 5.000.000 100 Dinas Dinas 

Sosial Sosial 

701  0 1 . 2. 09. 06  emeliharaan Peralatan dan Mesin Terlaksananya Pemehiharaan Peralatan 5 5.000.000 5 7 000.000 5 8.000.000 100 Dinas Dinas 

Lainnya dan Mesin Lannya Sosial Sosial 

7.01.01 2.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Terlaksananya 100.000.000 6 100.000 000 6 100000.000 100 Dinas Dinas 

Gedung Kantor dan Bangunan Pemeltharaan/ Rehabhrtas Gedung Sosial Sosial 

Lannya Kantor dan Bangunan Lainnya 

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Terlaksananya 100 10.000.000 

1 
10.000.000 

1 
11.000.000 100 Dinas Dinas 

dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Sosial Sosial 

atau angunan Lannya Prasarana Gedung Kantor ata 
Bangunan Lainnya 
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7.01.01.2.09.J 1 Pemehiharaan / Rehabilitasi Sarana Terlaksananya 12 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 Dinas Dinas 

dan Prasarana Pendukung Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Sosial Sosial 

Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
Lannya atau Bangunan Lauinnya 

01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentas keluarga miskin 

7 I 
210.000.000 Dina Dina 

JAMINAN SOS1AL yang memperoleh perlindungan 200.000.000 205.000.000 Solal Soal 

dan layanan jaminan soial 

1.06.06.2.01 1.06.06.2.01 Pemellharn Cakupan Anal Terlantar 30 100.000.000 40 102.500.000 45 105.000.000 Din Dims 

Anal -Anak Terlantar Sola Sohal 

1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Ana terlaksananya penangkauan anak­ 0 JO 25.000.000 35 26.000.000 45 27.000.000 Dinas Dinas 

Terlantar anak terlantar Sosial Sosial 

1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya Rujukan anak-anak 0 JO 50.000.000 35 50.500.000 45 51.000.000 Dinas Dinas 
terlantar Sosial Sosial 

1. 06. 0 5  2.01.03 Pemanta uan terhadap Jumlah Anak Terlantar yang 0 JO 25.000.000 35 26.000.000 45 27.000.000 42,65 Dinas Dinars 
Pelaksanaan Pernebiharan An.ak Terpantau dan Terpehihara Sosial Sosial 
Terlantar Kewenangan abu paten/Kota 

1.06.06.2.02 Pengelolan Data Fakir Miskin Juml«h Pengusulan baru data DTKS 102.500.000 106.000.000 42,65 Dimas Dir 

Cakupan Daerah 100.000.00o Sosial Sosal 

Kabupaten/Kot« 

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin 185.994 25.000.000 25.500.000 26.000.000 42,65 Dinas Dinas 
Daerah Kabupaten/Kota 186.000 186.100 186.200 Sosial Sosial 

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Terlaksananya Pemgelolaan Data Fakir 52.457 25.000.000 26.000 000 27.000 000 42,65 Dinas Dinas 

Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Miskin 52.557 52.657 52.757 Sosial Sosial 

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima 0 25.000.000 60 25.500 000 70 26.000.000 42,65 Din.as Dinas 

Kesejahteraan eluarga Manfaat (KPM] yang Mendapatkan 50 Sosial Sosial 

Bantuan Sosial Kesejahteraan 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

1 06. 0 5 2 0 2  04  Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah Orang Mendapatkan 0 25.000 000 25 500 000 26.000.000 42,65 Dinas Dinas 

Ekonomi Masyarakat Bantuan Pengembangan Ekonomi 150 160 170 Sosial Sosial 

Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/KOta 



Renstra Dinsos Kab. Ende 2025-2026 

[ 
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Data Pendann Kondii Kinerja Unit Kerja Lok.asi 
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1 2 3 4 • • 
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01.06.04 PROGRAM REHABILITASI Perentae penyandang disabilita 100 100 100 185.000.000 100 Dir Die 

SOS1AL terlantar, anak terlantar, lanfut uni« 170.600.000 180.000.000 Soil Sosal 

terlantar dan tuna sosial 
(gelandangan dan pengemis] yang 
terpenuhi kebutuhan daarnya di 
luar pant4 (8PM 

1.06.04.2.01 Rehabilitasd Sosal Dasar perentase PPKS [Disabilita 100 100 100 100 plods Dins 

Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Laanjut 73.500.000 81.600.000 82.900.000 Soil Sos lal 

Terlantar, Anal Terlantar, Ui Terlantar, erta Glandangan 
Laanjut Ula Terlantar, erta Pengemis] yang mend pat pelayanan 
Glandangan Pengemis di Laur voial 

Panti Bola 

1. 06. 04  2.01 01 Penyediaan Permakanan tersedianya bantuan permakanan bag 20 60 25.500 000 60 25.500 000 100 Dinas Dinas 

Penyandang Disabiltas, Terlantar, 25 000.000 Sosial Sosial 

Anakx Terlantar, Lanjut Usia Terlantar 
diluar panti 

1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang tersedianya bantuan sandang bag 10 30 15.500.000 50 16.000.000 100 Dnas Dias 

PenyandangDinabiltas, Terlantar, Anak 15 000 000 Sosial Sosial 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar diluar 
panti 

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu tersedianya alat bantu bag 5 10 20.500 000 20 21.000.000 100 Dinas Dinas 

Penyandang Disabiltas, Terlantar, 15.500.000 Sosial Sosial 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar 
diluar panti 

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi 10 15 3.500.000 20 3.550 000 100 Dinas Dinas 

Keluarga bagi keluarga 3.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Terlaksannya Bimbingan Fisik, Mental, 20 25 1.000.000 30 1.100.000 100 Dinas Dinas 

Mental, Spiritual, dan Sosial Spiritual, dan Sosial 1.000.000 Sosial Sos1al 

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Terlaksananya Bimbingan sosial bagi 20 25 1.000.000 30 1.100 000 100 Dinas Dinas 

kepada Keluarga Penyandang Penyandang Disabilitas Terlantar, 1.000.000 Sosial Sosial 

Disabilitas Terlantar, Anak Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 
serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 
Masyarakat 

1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Terlaksananya Pembuatan Nomor NIK 600 000 650 000 100 Das Das 

Kependudukan, Akta Kelahiran, Kependudukan, Akta Kelhiran, Surat 500.000 Sosial Sosial 

Surat Nikah, dan Kartu Identitas Nikah, dan Kartu ldentitas Anak 

Anak 15 25 
20 
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1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Tersedianya Akses kelayanan t 15 20 500 000 25 600.000 100 Dinas Dinas 

Pendidikan dan Kesehatan Dasar pendidikan dan Kesehatan Dasar 500.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Tersedianya Pemberian layanan Data 1.100.000 1 . 100.000 100 Dinas Dias 

Pengad uan dan pengaduan 1.000.000 Sosial Sosial 

35 40 45 

1.06 04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan 1.500.000 1.600 000 100 Dinas Dinas 

Kedaruratan 1.000.000 40 Sosial Sosial 

30 35 

1.06.04.201.11 Pemberian Pelayanan Terlaksananya Pemberian Pelayanan 3.600 000 3 700 000 100 Dinas Din.as 

Penelusuran Keluarga penelusuran keluarga 3.000.000 Sosial Sosial 

60 

50 55 
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan Tersedianya layanan Rujukan 7.200.000 7.000 000 100 Dinas Dinas 

L 7.000.000 Sosial Sosial 

3 5 5 

1.06.04.2.02 Rehab4ital Sola Pen yand n perente MKS Lalnnya Buen 100 100 100 102.100.000 297.600.000 Dina Dim 

Maleh Kjahter«an So8lad Korban HTV/AIDS dan NAPZA afnny 97.000.000 98.600.000 Solal Soil 
(PMKS) Lainnya Bulan Krban yang mend pat pelay«nan soil di 
HIV/AIDS dan NAPZA di Laar lur panti sosial 

Fanti Soial 

1 06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Terlaksananya Pemberian Layanan 10 15 $.000 000 20 5.100.000 100 Dinas Dinas 
Pengaduan Data dan Pengaduan 5.000.000 Sosial Sosial 

1 06 04 2 0 2 . 0 2  Pemberian Layanan edaruratan Terlaksananya Layanan Kedaruratan 10 15 5 000 000 20 5.000.000 100 Dinas Din.as 
5.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04 2.02.03 Penyediaan Permakanan Tersedianya permakanan 5 10 21.000.000 15 22.000.000 100 Dinas Dinas 

20.000.000 Sosal Sosial 

1.06.04.202.04 Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang 10 10 10.500.000 10 11.000.000 100 Dinas Din.as 
10.000.000 Sosal Sosial 

1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu Tersedianya alat bantu 

7 
20 25 10.000.000 30 10 500.000 100 Din.as Dinas 

10.000.000 Sosial Sosial 
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1.06.04.2.02.06 Penyedia.an Perbekalan Kesehatan Tersedianya Perbekalan Kesehatan di 5 5 5.000.000 5 5.000.000 100 Dinas Dinas 

di Luar Panti Luar Panti 5.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Terselenggarannya Bimbingan Fisik 10 15 5.000.000 20 5 000 000 100 Dinas Dinas 

Mental, Spiritual, dan Sosial Mental, Spiritual, dan Sosial 5.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial Terselenggaranya Bimbingan Sosial 10 15 5.000.000 20 5.000.000 100 Dinas Dias 

kepada Keluarga Penyandang kepada Keluarga Penyandang Masalah 5.000.000 Sosial Sosial 

Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
(PMKS] Lainnya Bukan Korban Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 
HIV/AIDS dan NAPZA 

1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Terpenuhinya Pembuatan Nomor 10 20 5.000.000 20 5.000 000 100 Din.as Dnas 

Induk Kependudukan, Akta nduk Kependudukan, Akta Kelahiran, 5.000.000 Sosial Sosial 

Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Surat Nikah, dan Kartu ldentitas Anak 

Identitas Anak 

I 106.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Tersedianya Akses ke Layanan 30 35 5.000.000 40 5.000.000 100 Dina Dinas 

Pendidikan dan Keschatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.000.000 Sosial Sosial 

1.06.0 4.2.02 1 1  Pemberian Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan 30 40 2 000 000 50 2.000.000 100 Dinas Dinas 

Penelusuran Keluanga Penelusuran Keluarga 2.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Terselenggaranya Pelayanan 30 40 5.000 .000 50 5.000.000 100 Dinas Dinas 

Keluarga Reunifikasi Keluarga 5.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan Tersedianya ayanan FRuju kan 10 11 

I 
10.000 000 12 11.000.000 100 Dinas Dinas 

10.000.000 Sosial Sosial 

1.06.04.2.02.14 Kerjaama an tar Lem baga dan Terlaksananya Kerjasama antar 2 2 5.000 000 2 5.500.000 100 Dinas Dinas 

Kemitraan dalam Pelaksanaan Lem baga dan emitraan dalam 5 000.000 Sosial Sosial 

Rehabilitasi Sosial Pela ksanaan Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten /Kota Kabupaten/ KOta 

01.06.03 PROGRAM PENANGANAN Persentase Warga liegara Migran 100 100 100 185.400.000 100 Dines Dimas 

WARGA NEGARA MIGRAN Korban Tindak Kekerasan yang 150.000.000 154.500.000 Sosial Soial 

KORBAN TINDAK KEKERASAN mendpatkan Penanganan 

1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Alegar Terlakanan ya Pemulangan Warga 10 20 20 100 Dinan Dina# 

Migran Korba.n Tin dake Negara Migran Korba.n Tindak 76.000.000 86.000.000 90.000.000 Sosial Sosial 

Kekeraan dari Titik Debarkasi Kekeras«n dari TitHk Debarksi di 
di Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota untuk 
untuk dipulangln le dipulangln ke Dea/Kelurhan Asal 
De /Kelurah.an Al 

' 



Renstra Dinsos Kab. Ende 2025-2026 

r 
Kod Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Data Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi 

dan Keglatan (Out put] Capalan padu Akhir Perlode SKPD 

pada Tahun 
2024 2025 2026 

Renstr 8KPD Penaggung 

Awal Jaw.b 

Perencnan 
(2023) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000] 
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7 8 • 10 11 12 13 

1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Terlaksananya fasilitasi Pemulangan 10 20 85.000.000 20 90.000.000 100 Dinas Dinas 

Negara Migran Korban Tindak Warga Negara Migran Korban Tindak 75.000.000 Sosial Sosial 

Kekerasan dar Tuik Debarkasi ; Kekerasan dari Tiuik Debarkasi ; 
Daerah Kabupaten/Kota untuk Daerah Kabupaten/ Kota untuk 

l 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

J 
Asal 

1.06.03.2.02.01 Layanan Psikososial terhadap 
Korban Tindak Kekerasan Dalam 
dan Luar Negeri 

1.06.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Psikososial 10 20 20 

terhadap Korban Tindak 
Kekerasan Dalam dan Luar 
Negeri 

01.06.06 PROGRAM PENANGANAN persenta orban bencana pad stat 100% 100% 100% 430.000.000 100 Dins Dimas 

BENCANA dan stelah tangap darurat bencand 400.000.000 415.000.000 Soil Soil 

yang mend«pat perlindunan den 

jrinn total (8PM) 

1.06.06.2.01 Perlindunan Soslal Korbar Perenta Perindungan Sola 100% 100% 100% 100 Dina Dlma 

Bencna Alam dan Sola] Korban Bncana Alam dan Soil 320.000.000 32$.000.000 339.000.000 Sosial Sosial 

Kabupatn/Kot« 

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan Tersedianya Permakanan + 100 120 180.000.000 150 185.500.000 100 Dinas Dinas 
175.000.000 Sosial Sosial 

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang 80 85 75.000.000 90 80.000 000 100 Dinas Dinas 
75.000.000 Sosial Sosial 

1.06.06 2.01 03 Penyediaan Tempat Tersedianya Tempat Penampungan 10.000.000 11.000.000 100 Dinas Dinas 

Penamnpungan Pengungs Pengungsi 2 10.000.000 2 2 Sosal Sosial 

1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Terlaksananya Penanagan khusus bag 50.000.000 52.000.000 100 Dinas Dinas 

Kelompok Rentan kelompok Rentar 5 50.000.000 6 7 Sosial Sosial 

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial Tersedianya Pelayanan Dukungan 10.000.000 10.500.000 100 Dinas Das 

Psikososial 100 10.000.000 120 150 Sosial Sosial 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Data Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kera Lokas 
dan Kegitan (Out put) Ca pain pada Akhir Periode SKPD 

pada Ta hun 
2024 2025 2026 

Renstra SKPD Penggung 
Awal Jawab 

Perncan«an 
(2023) Target Rp(OOO) Target Rp (000 Target Rp (000) 

2 3 4 5 • 7 • 9 10 11 12 13 

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Terlaksananya Penyelenggaraan 51 51 90.000.000 51 91.000.000 100 Din.as Dinas 

Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat terhadap 80.000.000 Sosial Sosial 
esiapsiagaan Bencana Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/ K0ta Kabupaten/Kota 

L I 1 
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisas dan terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi 3 5 6 35.000.000 7 35.500 000 100 Dinas Dinas 

Pelaksanaan Kampung Siaga dan Pelaksanaan Kampung Siaga 30.000.000 Sosial Sosial 

Bencana Bencana 

106.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Taruna Siaga Bencana yang 42 45 45 55.000.000 45 55.500.000 100 Dinas Dinas 

Pelaksanaan Taruna Siaga berkualitas dan berkompetensi dalam 50 000 000 Sosial Sosial 

encana penaganan bencana 

J. L 
1.06.06.3.06.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan 

I 
Masyarakat Terhadap 
Kesiapsiagaan 

r 1.06 06.3.06 02.0003 

BencanaKabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Relawan 51 51 51 I T T Taruna Siaga Bencana 

01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN Perenta Potent Surber 100,00 100,00 256.000.000 100,00 260.000.000 100,00 Dina# Dimas 
sOsIAL Keefahtern Solal yang 260.000.000 Sonia Sonia 

diberda yak.an 

1.06.02.2.01 Pemberdayan Soll Komunitas Terlaksananya Pembrda ynan Sosial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18,00 T 
Adat Terpencil Komunita Adat Terpencfl 

1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial 0 50 0,00 60 0.00 70 0,00 12,00 Dinas Dinas 
KAT Sosial Sosial 

1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas 

I 
0 50 0,00 60 0,00 70 0,00 6,00 Dinas Dinas 

Pendampingan KAT Soi.al Sosa 

1.06.02.2.02 Pengumpuan Sumbngan ferlaksanan ya Pengum pulan 0 0 0 0 0 0 • 
Dins Dins 

dalarm Daerh Kabupaten/Kota Sumbangan dalam Daerah Sonia Soial 

Kabupaten/Kot 

---- 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Dot Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Ker]a Lokasi 

dan Keglatan (Out put) Capalan pad Akhir Perlode SKPD 

pada Tahun 2024 2026 2026 
Rent ra SKPD Penggung 

Awal Jawab 

Perencanaan 
(2023) Target Rp (000] Target Rp (000) Target R (000] 

i 1 2 3 • 
5 • 

7 8 • 
10 11 12 13 

1. 06  02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lain Undian Gratis Berhadiah 0 0 0 0 0 Dinas Dinas 

Penerbitan lzin Undian Gratis dan Pengumpulan Uang atau Barang Sosial Sosial 

Berhadiah dan Pengumpulan 
Uang atau Barang 

1.06.02.2.03 Pengembangan Potent Surber Terlakanany Pengembangan 159 169 187 260.000.000 766.000.000 Dins Dimas 

Keefahtern Soll Dara.h Potensi Surber Kesejahteran Soil 250.000.000 255.000.000 Soil Sosial 

Kabupaten/Kota 

106.02 2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Pekerja sosial yang mengikuti 90 90 128.000.000 98 116.000.000 100 Dinas Dinas 

Pekerja Sosial Masyarakat Bimtek 140.000.000 Sosial Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

1.06.02 2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah TKSK yang mengikuti Bimtek 21 21 55.000.000 21 60 000.000 100 Dinas Dias 

Tenaga Kesejahteraan Sosial 50.000 000 Sosinl Sosial 

Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/ Kota 

1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Keluarga yang Meningkat 20 25 6 000.000 30 7.000.000 100 Dinas Dinas 

Sumber Kesejahteraan Sosial Kapasitasnya Kewenangan 5.000.000 Sosial Sosial 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kot 
' Kabupaten/Kota 
I L 

106.02 2 03. 04  Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Kesejahternan 25 30 60.000.000 35 70 000000 100 Dinas Dina 

Sumber Kesejahtern Sosial Sosial yang Meningkat 50.000.000 Sosial Sosial 

Kelembagaan Masyarakat apasitasnya Kewenangan 
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota 

1.06.02 2.03.05 Peningkatan emampuan Sumber Jumlah Sertifikat yang dani Hasil 

[ 
3 

r 
6.000.000 3 7.000.000 100 Dinas Dinas 

Daya Manusia dan Penguatan Peningkatan Sumber Daya 5.000.000 Sosial Sosial 

Lembaga Konsultasi Manusia dan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

! 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

I 
1.06.02.3.03. Pengembargan Potensi Surber 

Kesejahteraan oslal Daerah di 
Kabupaten/Kota 

1.06.02.3.03.06 Fasilitasi Pengembangan Potensi Jumlah Keluarga Miskin dan 50 70 80 

I 
Sumber Kesejahteraan Sosial Rentan yang Mendapatkan 
Daerah di Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Ekonomi 
melalui Pemberdayaan Ekonomi 

1.06.02.3.03.07 Pengelolaan Layanan Terpadu Jumlah aduan/keluhan yang 25 30 35 

Penanggulangan Kemiskinan dilayant dan /atau dirtindaklanju ti 

1.06.02.3.03.08 Pembinaan Teknis Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia 74 

l r 
4 

74 74 

Manusia Sumber Kesejahteraan Sumber Kesejahteraan Sosial 
Sosial Daerah Kabu paten/ Kota Daerah Kabupaten/Kota yang 

Mendapatkan Bimbingan Teknis 

I I 
I 

L 
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Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome] Dat Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi 

dan Kegiatan (Out put) Capan pad Akhlr Perliode SKPD 

pada Tahun 
2024 2025 2026 

Renstr SKPD Penggng 

Awal 
Jawab 

i 
Perencnaan 

(2023) Target Rp (000] Target Rp (00O) Target Rp (000 

l 2 3 4 • • 
7 8 9 10 II 12 13 

106.02.3.04 Pendataan SDM Kesejahteraan 
Sosial 

1.06.02.3.04.01 Pendataan, Verifikasi, dan Jumlah SDM yang Terdata, 9o 

[ 
90 98 

Validasi Sertifikasi Sumber Daya Terverifikasi, dan Tervalidasi 
Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/ Kota 

1.06.02.3.05 Pendataan Lembaga 
Kesejahteran Solad Dara h 

1.06.02 305.01 Pendataan, Verifikasi, dan Jumlah Lembaga yang Terdata, 

I 
12 12 12 

Validasi Lembaga Kesejahteraan Terverifikasi, dan Tervalidasi 
Sosial Dacrah Kabupaten/KOta 

01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN perentae pemeliharan tarn 100,00 100,00 100,00 123.600.000 326.600.000 Dina# Dina 

TAMAN MAKAM PAHLA WAN malearn pahlawan 100.000.000 103.000.000 Sonia Sonial 

1.06.07.2.01 Pemeliharan Tran Mak ma Terlaksananya Pemelthar«an TMP l 166.000.000 Din Dina 

Puhlawan Nasional Nasional Kabupaten 60.000.000 65.000.000 60.000.000 Sosiad Sosial 

Kbu paten/Kot 

1.06.07 2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil II 000 000 12.000 000 100 Dinas Dinas 

Prasarana Taman Makamn Rehabilitasi serta Pemeliharaan 10.000.000 Sosial Sosial 

Pahlawan Nasional Sarana dan Prasarana Taman 
Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

1.06.07.2.01.02 Pemehiharaan Taman Makar Jumlah Makamn yang Terpenuhi 19 19 22.000.000 19 24.000.000 100 Dinas Dinas 

Pahlawan Nasional Pemeliharannya pada Taran 20.000.000 Sosial Sosial 

Kabupaten /Kota Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 

1. 06. 0 7 2 0 1. 0 3  Pengamanan Taman Makam Jumah Laporan Hasil 12 12 22.000 000 12 24.000.000 100 Dinas Dinas 

Pahlawan Nasional Pengamanan Taman Makam 20.000.000 Sosial Sosial 

Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional 
Kabupaten/ Kota 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). 

Hal ini ditunjukan dari hasil akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Daerah setiap 

tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) sehingga kinerja yang diinginkan tercapai pada akhir Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel. 7.1 lndikator Kinerja Program Kabupaten Ende yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 

Kondisi 
Capaian Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 
Bidang Urusan 

Kiner]a 

Kode 
Pemerintahan dan 

pada Awal Perangkat Daerah 
Indikator Kinerja Program (outcome) Formula (tahun Kondisi 

Program Prioritas Tahun Tahun Tahun Kinerja pada 
Penanggung lawab 

Pembangunan 
2022) 

2024 2025 2026 akhir periode 
RPO 

Nilai K K K K 

1 2 3 4 s 7 9 11 13 15 

1 6 SOSIAL 

PROGRAM PENUNJANG Penyelenggaraan Administrasi 
Jumlah Capaian indikator masing-masing egiatan 

1 6 1 URUSAN PEMERINTAHAN Perkantoran Perangkat Daerah secara 
dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan 

x100 % 100 100 100 100 100 Dias Sosial 

DAE RAH KABUPATEN/KOTA efektif dan efisien selama 1 tahun 

PROGRAM PEMBERDAYAAN persentase Potensi Sumber 
Jumlah PSKS yang diberdayakan 

1 6 2 Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 
x100.% 100 100 100 100 100 Dias Sosial 

SOSIAL dibagi Total PSKS 

PROGRAM PENANGANAN 
Persentase Warga Negara Migran 

Jumlah Penanganan Warga Negara Migran Korban 

WARGA NEGARA MIGRAN Tindak Kekerasan yang dipulangkan kedaerah asalnya 
1 6 3 

KORBAN TINDAK 
Korban Tindak Kekerasan yang x 100 % 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 

KEKERASAN 
mendapatkan Penanganan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang dipulangkan 

Persentase penyandang disabilitas 
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

6 4 
PROGRAM REHABILITASI 

terlantar dan tuna sosial (gelandangan 
terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial 

x 100% 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 
1 

SOSIAL (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi 
dan pengemis) yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti (5PM) 
kebutuhan dasarnya di luar panti (5PM) 

Persentase keluarga miskin yang 
Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan 

1 6 5 
PROGRAM PERLINDUNGAN 

memperoleh perlindungan dan layanan 
Perlindungan dan Jaminan Sosial 

x 100 % 76,64 7,01 77,37 77,74 77,74 Dinas Sosial 
DAN JAMINAN SOSIAL 

jaminan sosial Total Keluarga Miskin 

Persentase korban bencana pada saat 

1 6 6 
PROGRAM PENANGANAN 

1 
dan setelah tanggap darurat bencana umlah korban bencana yang mendapat perlindungan 

x 100 % 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 
BE NCANA yang mendapat perlindungan dan dan jaminan sosial 

jaminan sosial (5PM] 
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Kondisi 
Capaian Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

Bidang Urusan 
Kiner]a 

Pemerintahan dan 
pada Awal 

Kondisi 
Perangkat Daerah 

Kode Indikator Kinerja Program (outcome) Formula (tahun Penanggung Jawab 
Program Prioritas 

2022) Tahun Tahun Tahun Kinerja pada 
Pembangunan 2024 2025 2026 akhir periode 

RPD 

Nilai K K K K 

2 3 4 5 7 9 11 13 15 
1 

total korban bencana 

Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi 

2 
Persentase (%) Penanganan Korban dalam penanganan bencana 

x 100% 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 

Bencana alam dan sosial 
umlah Tagana seluruhnya 

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pemeliharaan taman 
Jumlah TMP yang di Pelihara 

100 Dinas Sosial 
TAMAN MAKAM x 100.% 100 100 100 100 

1 6 7 
makam pahlawan 

PAHLAWAN Jumlah TMP yang ada 
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Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Ende 

No Sasaran Strategi lndikator Kinerja Formula Penjelasan 
Penanggung Jawab 

1 .  
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 

Nilai Akip Dinsos 
Laporan hasil evaluasi AKIP dari lnspektorat Sekretariat 
Daerah 

Jumlah PPKS yang ditangani dibagi Total 
BidangPenanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi 

2 Meningkatnya Perlindungan PPKS Persentase PPKS yang tertangani PPKS dikali 100% 
Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang 
Perindungan dan Jaminan Sosial 

Meningkatnya Peran PSKS dalam Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi total Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan 

3 
Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang diberdayakan 

PSKS dikali 100% dan Jaminan Sosial 
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label. 7.3 lndikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran/Output Dinas Sosial Kabupaten Ende 

NO URUSAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARANI OUTPUT RUMUS CAP AIAN SUMBER KET 

KINERJA DATA 

(2023) 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Sosial 1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki Sudah cukup jelas 105 Dinas Sosial Terlampir 

2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanju sda Sda 
usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dar 6.476 Dinas Sosial 

DTM 3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk sda Keterbatasan Dana/anggaran 

4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usir sda 324 Dinas Sosial 
sda 

terlantar dan gepeng yang dijangkau 

5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanar sda 2 Dinas Sosial 
Terlampir 

kedaruratan yang dimiliki 

6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usis sda sda 
terlantar dan gepeng yang menerima paket penmakanan sesua 21 Dinas Sosial 

standar aizi 7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sernentara yang sda Dinas Sosial 
Keterbatasan Dana/anggaran 

dimiliki sesuai standar 
. 

8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usie sda 13 Dinas Sosial 
sda 

terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 

9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terantar, lanjut usi sda 19 Dinas Sosial 
sda 

terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 

10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/'shelter sda Keterbatasan Dana/anggaran 

11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia sda Keterbatasan Dana/anggaran 
. 

12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usi sda Keterbatasan Dana/anggaran 
ter1antar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekala1 . . 

kesehatan 13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah sda Keterbatasan Dana/anggaran 
. 

14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawar sda 21 Dinas Sosial 
sda 

sosial yang disediakan 
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NO URUSAN NO INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN/ OUTPUT RUMUS CAPAIAN SUMBER KET 

KINERJA DATA 

(2023) 

15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usit sda 
terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dar 

21 Dinas Sosial 
sda 

sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumal 
Sinaaah/Shelter dan/atau pusat keseiahteraan sosial 

16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakankepadt sda 
8 Dinas Sosial sda 

keluarga dan masyarakat 

17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usit sda sda 
terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumer 2 Dinas Sosial 

kependudukan 
18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usi sda sda 

terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikar 4 Dinas Sosial 

dan Kesehatan dasar 
19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usi sda sda 

terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusurat 38 Dinas Sosial 

keluaraa 
20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usie sda 

13 Dinas Sosial 
sda 

terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 

21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usit sda 
2 Dinas Sosial 

sda 
terlantar dan gepeng yang dirujuk 

22 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan Sudah cukup jelas 
3464 Dinas Sosial TERLAMPIR 

23 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang sda 
297 Dinas Sosial 

sda 

24 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki sda Keterbatasan Dana/anggaran - . 

25 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan sda Keterbatasan Dana/anggaran 
. . 

26 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungar Ada/tidak [Keterbatasan Dana/anggaran 
psikososial 

. 

27 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosia sda 
42 Dinas Sosial TERLAMPIR 

dan/atau relawan sosial yang tersedia 
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Tabel. 7.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Oucome Dinas Sosial Kabupaten Ende 

Urusan Sumber 
Ketera-ngan No No Indikator Kinerja KunciHasil / Outcome Rumus Capaian Kinerja 

Pererintahan Data 

1 2 3 4 6 7 8 5 

SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, umlah penyandang disabilitas terlantar .anak terlantar lanjut 
lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang usia terlantardan gelandangan pengemis yang tepenuhi 
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) kebutuhan dasanya di lar panti 

100 100 
X 100 % 100 

Populasi penyandang disabilitas terlantar anak 

terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis= 

2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 
bencana daerah kabupaten/kota 

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten 
100 100 

X 100 % 100 
kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan 

sosialpada saat dan setelah tan9gap darurat bnencana derah 

kabupaten kota 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis (RENSTRA) Oinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, ini merupakan sebuah 

alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang 

dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 2 (tahun) tahun ke depan yang memuat 

tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial, yang mangacu kepada Rencana Pembangunan 

Oaerah (RPO) Kabupaten Ende. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Oinas Sosial, disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti 

diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program-program dalam RENSTRA ini mengacu 

pada jumlah program secara hierarkis berada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Rencana 

Pembangunan Oaerah (RPO) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang 

mengikat. 

Ookumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program sesuai dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk tugas Oekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta 

tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Oinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ende. Untuk 

menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen dokumen perencanaan lain 

diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. 

Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Oinas Sosial dan Instansi Terkait dalam 
rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta 

diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 

ATI ENDE \ 

¢ »  3ASU 


